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FENTANG

PIERLINDUNGAN TENAGA KERJA

ERHADAP JAMINAN SOSIAL KIZSEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA IESA

WALIKOTA DUMAI,

bahwa belumn optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial tenags
kerja i Kot Dumai ditingkat perusahaan dan unit-unit usaha
lainnya, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial tenaga
kerja secara optimal;
bahwa dengan jaminan sosial ltenaga kerja secara optimal
ciharapkan  dapat  meningkatkan lkesejahteraan rmasyarakal,
peckerja/buruh secara luas  dan menghindari terjachnya
kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
bahwa jaminan sosial bagl tenaga kerja merupakan upaya yang
harus dilalukan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan
i asyaralat serta perlindungan terhadap risilkko yang mewngancam
sehatan, keselamatan dan kesejahteraan bagl tenaga kerja dan
lkeluarganya;
balwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad  pacla
haral o, hueul b dad  hural ¢, perlu menetapkan  Peraturvan
Walilcota tentang Perlindungan Tenaga Kerja Terhadap Jaminan
Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Kota Dumaui. '

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentulcan kota
madya Daerah Tingkat 11 ( Lembaran Negara Republile Indoncsia
Tahun 1999 Nomor 50 "‘nm‘mhm Lembaran Negara Republik
Inconcsia Nomor 3829;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

Indang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor <450);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
lf’r-x':’l turan Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara R:c:pub‘lik
wclonesin Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarn
]x(?;‘)l,i{)lllf Incdonesia Momor 5234,
Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2011 tentang  PBadan
Penyelengpara  Jaminan  Sosial  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5250);




0.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Momor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
S6 hmm nana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara R epublik Indonesia Nomor SETY);
Peraturan  Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993  Tentang
Penyelenggaraan .Alamm 1 Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Nf'rrnr'i
Republil Indonesia Tahun !C)C)”ﬁ \]omor ’70 Tambahan Lembare
F\n gara Republik | ndmu sia Nomor 3520), sebagaimana telah diu h 1h
beberapa kali te ralkhir dengan Peraturan ]cmejmml Nomor S
Tahun 2013 tentang  Perubahan Kesembilan atas Pergturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 220 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5472);

Perati.an Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelernggara menn;{m'Sosi;".l
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Repu 3111 Indonesia Nomor 5437).
Peraturan Pemerintall Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratil I\epada Pemberi Kerja, Pekerja,
dan  Penerima bhantuan juran  dalam penyelenggaraan jaminan
cosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
288 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor )

CPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun, 2015
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5714},

. Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan  Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara
Republile Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republilk Indonesia Nomor 5715);

> Peraturan  Pemermtah Nornor 46 Tahun 2015  tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari "J‘Lm (Lcm haran Negarad
Republile Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tamb syahan Lembaran
Negarn Republik nclonesia Nomor 5710) sebagaimana clivihah
dengan Peraturan Pemerintalh Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubabhan atas  Peraturan Pemerintah Nomor <0 Taliun 2015
fentang penyelenggaraan Pm pram Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Incdonesta Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Re uubhl\ lm.onc,-{z'. Namor 5730); '

Peraluran Mentert Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Pembentulkan Produle Hukum Daecral;

Cperaturan Mentert Ketenagakerjaan Republik [n donesia Nowmor -
Talhun 2015 Tentang Penyelenggaraan  Fr

)

n Jaminan

granmn
Kecelukann Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian
Lepas, Borongan, dan Pcuan]mn Kerja Waldtu Tertentu pada Sektor

Ueaha Josa Konstruaksi

5 Peraturan Peraluuan Uur rah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2010

tentang Pembentulcaan dan Susunan Perangkat Daerab Kota Dumal

- A

(Berita Dacrah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 serl D);

3. Peraturan  Walikota Dumai Nomor 01 Tahun 2016 tentang

Kedudulan, Susunan Organisasi, Tugas chn Fungsi serta Tata
ey ]_.)lel.-. Tenaga Kerja dan T ansmigrasi Kota Dumai {Berita
MNarraly Wata NDimai Tahun 2016 Nomor 17 Seri D)



MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
TERHADAP JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KETENACAKERJAAN.

BARB 1
KIETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walilcota ini yang dimalksud dengan:

B

Dacrah adalalh daerah Kota Dumai.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumadi.
Walilcota adalah Walikota Dumai.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kera
cdan Transmigrast Kota Dumai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjuinya disinglcat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal
cdan Pelayanan Terpadu Satu Pmtua.

Ketenagaleriaan adalah segala hal yang berhubungan dengan

tenaga kerja .

Perusahaan adalah: ’

a. sebiap bentul usaha yang berbadan hulum atau ticdals, mililk
orang perscorangan, milik persekutuan, atau mililk  badan
hulum, baik milik  swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau
nmbalan dalam bentul lain; atau

b, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempuny:
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain, -

Pengusaha adalah:

A, orang  perseorangan, perselutuan  atau badan hukum yang
menjalanlan suatu perusahaan milik sendiry;

b. orang perseorangan, persckutuan atau badan hukum yang
secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau

c. orang perseorangan, perselutuan atau badan hukum yang
herada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimalksud
calam hurul a dan haralb diatas.

yang bekerja pada pengusaha dengan

Peleerja  adalah. orang 3
menerima upah yang berada dalam hubungan kerja. ‘
Pengeuna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai
pemnberi (ugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memeriulkan
lyonan josa lkonstrulkst,
i"'r:tx';_\,r'r;-c_'li;'; Jasa adalah orang atau badan yang lkegiatan usg sy
menyediakan layanan jasa lkonstrukst. _
Peleerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian ranglaian
legiatan percncanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
vang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal
dan  tata linglkungan masing-masing  beserta lelengkapanmya,
un e mewujudlkan suatu bangunan atau bentul fisik lainnya.’
Pelierja dalam hubungan kerja adalah pekerja yang belkerja el
|

pemberi kerja berdasarkan  perjanjian cerja, yang Imempuinyal
unsure pelkerjnan, upah dan permtah.
Peleerja diluar hubungan kerja adalah setinp orang yang bekerja

atan berusaha atas risiko sendirt atau pekerja mandirt.

5. Tenapn kerja harian Icpas adalah pekerja yang bekerja pada

pemberi leerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang bherubah-

ubal, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan
menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.



1. h:msi"ﬂfi lkerja borongan “(‘mlm‘w tenaga kerja. yang hekerja pada
sengusaha untuk melakukan p kerjaan tertentu dengan mepneruna
Lx\)uh d dasarkan atas ”ohmw pekerjaan satuan hasil kerja.

7. Tenaga kerja perjanjian kerja walktu tertentu adalah tenaga kerja

vang beke] ja  pada pengusaha untul  melakukan pelcexjaan

tertentu, dengan  menerima upah  yang didasarkan  atas
lkesepalkatan dalam hubungan | kerja untul waltu tertentu dam atau

G';‘.l‘—sai pelcerjaan tertentu.

4. Tenaga kerja diluar hubungan kerja adalah orang yang herusaha
:rndm yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha elkonomi
sektor informal. )

19. Upah adalah suatu penerimaan schagai imbalan dari pengusaha
kepada tenaga kerja untule suatu pekerjaan yang telah atauw akan
dilalculcan, dinyatakan ataw dinilal dalam bentulk vang ditetapkan
menurul suatu }ﬁﬂ_lanjmn ataw peraturan ]m11111(‘..\1\“'—'mo(mgwn
dan dibayarkan atas cdasar suatu perjanjian  kerja antara
pengusaha dengan tenaga kerja termasuk l‘.\,mj(‘m,g:m, hatle l_m'u_‘
tenaga lerja sendiri maupun keluarganya.

20, Jaminan Sosial adalah suatu bentule perlindungan sosial untuk

menjamin selurul ralyat agar dapat meme nuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak dan meningkatlkkan  martabatinya menuju
erwujudnya masyaralkat yang s *'*\hlu A, acil dan malanur.

91, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang st clanjutnya disinglkat
BPJS acalah hadan huloam yang dibentuk  untuk
menye]cnggara]mn Program Jaminan Sosial.

29, PBadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disinglkat BPJS Keschatan adalah badan hulaam  publik yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang
dihentule berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
ferntang, Badan Penyelengpara Jaminan Sosial untuk

menyelenggarakan program jaminan keschatan.

3. Hadan Penyelenggara Jaminan 50t sinl Ketenagalierjann _\_I.Lr'v
selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum
pPublik yang berada dibawah dan bertanggung jawab l;yepacm

I\U]d en yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 lentm g Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
menyelenggaralkan Progrann Jaminan Kecelalkaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

BAB I
UJUAN

Pasal 2

A1 ANy A

Peraturan Walilkota ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya
Program Jaminan Sosial bagi seluruh pelke ua/muni di daerah yang

diselengg ralian oleh BRJS Kesehatan dan BPJS Ketenagalerjaaus

' - BAB I
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 3

(1) Setiap orang, termasule orang as ing yang belkeja pi aling singkat 6
(enam) bulan di Indonesia, wajib menjaci Peserta program . oJ vmmnn
Sosial.

(2)° Pemberi kerja selain penyelenggara negara wigi:

. z'ncnd"lﬁ‘mhun d'rmyﬂ dan pekerjanya sebagar Peserta kepada
BPJS Kesehatan dan BRJS Ketenagalkeyjaan;



(6)

(2)

D)

5, memberilkan  data  dirinya dan  pekerjanya  bert ZE
lceluarganya secara lenglap dan benar kepada Sz
cdan BPJS l\'m.cn;-l;_1;-11~:c11;aa n; dan

c. membayar dan menyetorkan iuran yang menjach ey,

_;uwulmy' kepacda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
esual dengan ketentuan perundang-undangan yang D("leu

icut  angpola
J

S l\c*‘umu n

ung

Pemberi Kerja  penyelenggeau Negara wajib mendalls
i nya (Non Aparatur Si p]l Negara) secara bertahap
program jaminan kecelakaan ler)a, jaminf-m kematian .
program jaminan hari tua dan program jaminan pensiun lep:
3PJS Ketenagakerjaan.

Kewajiban melakulkan pendaltaran kepesertaan prograiu jaminan
sosial bagi pemberi kerja meliputi Badan Usaha Milik Negam
RBadan Usaha Milile Daerah, Swasta, Usaha Mikro dan serta usaha
usaha ainnya.

<

Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepds, borongan
dan perjanjian kerja wakfu tertentu wajib mendaftm can seluru
tenaga  lcerjanya dalam  program BPJS Kesehatan dan ~BPJS

Ketenagalkerjaan. =

'
i
1
N

waea Kerja luar hubungan 1 kerja (mandiri) dan mals simal wmuir
55 (Hima puluh lima) tahun dapat mengilcutl program Jaminan
Sosinl  Ketenagalerjaan  yang diselenggaralcan  oleh BPRJS

Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Setinp Pemberi Kerja yang mengurus perizinan atau melaloalar
perpanjangan izin yang citerbitkan olch Pemerintah Daerah nmlqlw
Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu, vajih
mclamoirlcan tanda bulktl kepesertaan BPJS Kesehatan dan l:w]-’.fin
Ketenagakerjann serta bulkt pcmnaynran iuran bulan teralklhir.

i \—,-. M

Setinp Pemberi Kerjao yang te lah menerima izin yang cdile rhitloan
aleh Pemerintah Dacrah setelah herlakunya Peraturan \.r\/alll-:m:m i,
wajibh  mendaltarkan dirinya  dan  pekerjanya sebagar peseria
Jaaninan Sosial lepada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagals

paling lambat T4 (emp abbelas) hari sejalk tan cpal mula

vsaha.
Qelinp Pembert Kerja yang telah menerima izin yang citerbitlcan
alelh Pemerintah Daerah sebe lum berlalunya Peraturan Walilkota
ini, wajib mendaltarkan di rinya dan pdfeufmya sebagai peserta
BPRJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 1muw lambat 1
(empal belas) han sejal tanggal di lakulcan pemeriksaa h olelw BF

Ceschatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 5

PR
]

Setiop Pemberi Kerja yang mengiloutl lelang pen cadaan barang/ o
chilinglaungan Pemerintah Daerah, melampirkan bulktl kepesertaan
RPIS  Kesehatan  dan RBPJS Ketena gal\ulann serta bulain

permbayaran iaran hulan teralchir dalam Dokumen Penawarannya.

Kewajiban melaksanalkan ketentuan jaminan sosial dicantumlkan

dalam Kontrak Pengadaan Bara ng/Jasa antara pemenang lelang
i

dengan  Pejabat Pembuat Komitmen dilinglcungan Pemerintah
Dacrah.



Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran

yang

Pemenang lelang wajib melampirkan  bulkti kepesertaan BPJS
|

iuran  bulanan  kepesertaan  sesual jumlah pelier;
dipelerjakannya, pada saab pengajuan pencairan uang termin

Fresatu.

(4) Dalam hal Pemenang Lelang tidak melampirkan bukti sebagammana
dimalksud pada ayat (3), maka diberikan sanksi berupa penundaan
pembayaran  termin  pertama  sampai dengan  dilunasinya

aran iuran kepesertaan pekerjaannya pada BPJS Kesehatan

i
|
|

RPIS Ketenagakerjaan.
(5) Ragi  penyedia  jasa  dalam  kegiatan proyek  pambangunan
o pernerintah pusat/daerah, perusahaan negara/asing serta proyei
! pembangunan f{isile, baik dana pemerintah maupun swasta; atau
sumber lainnya yang mendapatkan pekerjaan, wajib mendaltarkan
proyeknya ke dalam FProgram Jaminan sosial Ketenagalerjaan yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

(6) Penvedia jasa tidak dapat melakulkan pencairan termin, apabila
belum melalukan pelunasan iuran BPJS Kesehatan dan BPRJS
Ketenagalkerjaan malsimal pada termin pertama.

| (7) Dinas/instansi/pengguna  jasa selctor konstrulksi, tictalk

| diperbulehkan menerbitkan suratl perintah pencairan anggaran,

b apabila Pihak Penyedia Jasa belum menunjukkan bulkti pelunasan
uran Jasa Konstruksi vang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjnan, atau  bulti setor banlk sesual dengan
Jumlah iaran yang tertera dalam Surat Perintah Kerja.

() Perusahann yang menyerahlkan pekerjaan kepacda pihale leehiga.
atan sub  kontraktor wajib  mensyaratkan lepesertaan BRJS
feschatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak

{
I
Letien,  atan Suh o Kontraktor  dengar menunjukkan  bulki
kepesertaan 3RS Keschatan dan BPRJS Ketenagakerjaan scrta

Bulaii tvoran bulan teralkhir.

BARB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN TURAN

Pasal 60

(1) Pendaftaran lepesertaan Program Jaminan Sosial bagi pekerja
dalam hubungan kerja dilakulcan di BPJS Keschatan dan BPJS
enagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BRJS
Weschatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan
mengisi formulir  pendaltaran perusahaan disertal dokuumen
penchiloung lainnya, mengacu peraturan perundang-undangan.

. . 3 . . it s RS
(2) Perhitungan  besaran uran BPJS Kesechatan dan 3PJS

Kelenagalerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepaca
peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban
Pegerta dari Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
(1) Pemberi  Kerjno wajib membayar dan menyetor [uran  vang
- menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

BARB VYV
SANKST ADMINISTRATIT

Pasal 7

(1) Sanksi acdministratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. feguran,

b, peringatan tertulis;




(1)

(%)

c. pembatalan kegiatan usaha;

d. pembatalan persetujuan;

s pembatalan pendaltaran;

. penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produlsi;
cdan/atau

o Pencabutan izin.

Ketentuan mengenai sanlksi administratif se bagaimana chimalsud

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan pevat wan Walilicota,

Pasal 8

Pemberi Kerja  Selain Penyelenggara Negara yang melanggnr
schagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 dikenai
sanlst administratil,

sanlesi administratil sebagaimana dimalesud pada ayat (1) berupa:
A beguran tertuhs;

h. denda; dan/ataun

¢, tidalk mendapat pelayanan publik tertentu.

Pasal 9

Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimalksud dalam
Pagal 8 ayat (2) hurul a diberikan paling banyale 2 (dua) kali
masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari

lcarya.

Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimalksud dalam Pasal 2

avalb (2) hural b diberilean untule j"-n'lgl(r.«x waktu palmg lama 20
(g puluh) hard sejalke berakhimy pengenaan  sanlist  toguran

ertulia ecun beralkhir,
tertulis dan denda sebagaimana  dimalksud pacda
aval (2) dilkenar oleh BRPJS.

Denda sebagaimana cdimalesud pacla ayat (2) menjaci pendapatan
lain dana jaminan sosial.

Fasal 10

Pengenaan sanksi tidals mendapat pul’wanfn publilk  tertentu
sehagaimana dimalsud dalam Pasal 8 ayat (2) hurul ¢ dilakulkan
oleh Pemerintalh Dacrah atau unit pelayanan publik tertentu.
sanlsi Administratil Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu
dapat cilaloalkan dengan mempersyaratlkan kepada Pemberi Kerja
agar pada saat akan mendapatkan pelayanan publik tertentu, wajii
melenglapl bulkti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Keschatan serta bulkti pembayaran uran teralchir.

selain pengenaan sankst sebagaimana dimalsud pada ayat (2),
pengenaan sankan dapat dilalkukan atas:

a. permintaan cdast BRPJS
b, relomendasi dari Penpawas Ketenagalkerjaan

Meenl 11
Pasal 11

sanlasi tidalk mendapal pelayanan publik tertentu yang dikenai
lzepada Pembert Kerja selain Penyelenggara Negara melipuit: ’
a. perizinan terkait usaha:

b, izin yang diperlulkan dalam mcngil'utj tender proyels;

jalkkan Ltenaga kerja asing;

ekerja/buruh; atau

G. izin memperle
d.oazin perusahaan penyecia jasa pe
[zin Mendirikan Bangunan (IMB).



Sanlea tdak mendapatl pelayanan publik tertentu yang dilkkenat

Dail
— lzepada setinp orang, selain pemberi kerja, pPekerja, dan penerima
/ i 3 3 -~ 1~ 3
/ bantbuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam
/ program jaminan sosinl meliput:

a. TMIE;
Py, Surat lzin Mengenuc (STM);

o sertifiloat tanah;

. paspor; atau

¢ Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNIC.
BAR VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraburan Walilzota ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.
memerintahkan pengua dangan

orang mengetahunya,
dalam Berita Dacrah

Agar  Seliap
gesual penempatannya

Peraturan Walilcota i
Kota Dumal.
Ditetapkan di Dumal
pada tanggal 28 Juli 2017

‘ WALIKOTA DUMAL

Divmdangkoan di I fmal
1 41 & Juli 2017

STKRIETARIS i'_)/\'l?,:"\iAH KOTA DUMAIL

M. NASTIR
,-/’
GERITA DARRATKOTA DUMALTAH UN 2017 NOMOR 22 SERID &



